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BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : %00 /286 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBERIAN HIBAH KEPADA PERKUMPULAN KELOMPOK WIRA USAHA BARU
“PUTRA MANDIRI” DK KEBAK RT 02 RW 13 DESA WIRUN KECAMATAN

Menimbang

MOJOLABAN TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI SUKOHARJO,

bahwa dalam rangka meningkatkan pengembangan
Perkumpulan Kelompok Wira Usaha Baru "Putra Mandiri”
Dk Kebak RT 02 RW 13 Desa Wirun Kecamatan Mojolaban
Kabupaten Sukoharjo, maka Dinas Perdagangan Koperasi
Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Sukoharjo akan
memberikan bantuan hibah bagi pelaku usaha dimaksud;
bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah harus
dilaksanakan dengan tertib, efektif, efisien, ekonomis,
transparan, dan bertanggung jawab dengan
memperhatikan kepatutan dan manfaat untuk masyarakat
serta taat pada peraturan perundang-undangan;

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (1) Peraturan
Bupati Sukoharjo Nomor 13 Tahun 2021 tentang Tata
Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan,
Pertanggungjawaban dan Pelaporan Serta Monitoring dan
Evaluasi Belanja Hibah dan Bantuan Sosial sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor
28 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati
Sukoharjo Nomor 13 Tahun 2021 tentang Tata Cara
Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahan,
Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan
Evaluasi Belanja Hibah dan Bantuan Sosial, Bupati
menetapkan daftar nama penerima, alamat dan besaran
hibah dengan Keputusan Bupati;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu memberikan
Hibah kepada Perkumpulan Kelompok Wira Usaha Baru
?Putra Mandiri” Dk Kebak RT 02 Rw 13 Desa Wirun
Kecamatan Mojolaban Tahun Anggaran 2022;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, huruf ¢, dan huruf d, perlu
menetapkan Keputusan Bupati;

S



Mengingat

L.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965
tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan
mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara
Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 2757);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun
2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6409);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6573);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 236);

Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 6 Tahun
2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten
Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 4);

. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun

2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 7,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo
Nomor 300);

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1781);



Menetapkan :
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9. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 13 Tahun 2021
tentang Tatacara Penganggaran, Pelaksanaan dan
Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan
serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah dan
Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo
Tahun 2021 Nomor 14) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 28 Tahun
2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati
Sukoharjo Nomor 13 Tahun 20221 tentang Tatacara
Penganggaran, Pelaksanaan dan  Penatausahaan,
Pertanggungjawaban dan pelaporan serta Monitoring dan
Evaluasi Belanja Hibah dan Bantuan Sosial (Berita
Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 29);

MEMUTUSKAN :

Memberikan hibah kepada Perkumpulan Kelompok Wira Usaha
Baru "Putra Mandiri” Dk Kebak RT 02 RW 13 Desa Wirun
Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran
2022, dengan nominal sebesar Rp20.000.000,00 (Dua puluh
juta rupiah).

Penerima hibah sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA
bertanggungjawab penuh baik formal dan material atas
bantuan yang diterimanya dan wajib menyampaikan laporan
pertanggungjawaban penggunaannya kepada Bupati.

Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya
Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.

Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 9 Mt 20172

Q BUPATI SUKOHARJO, £

-

,‘ETIK URYANI

Keputusan ini dikirim
kepada Yth. :

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Sukoharjo di

Sukoharjo;
2. Sekretaris

Daerah Kabupaten

Sukoharjo di Sukoharjo;

3. Inspektur

Daerah Kabupaten

Sukoharjo di Sukoharjo;

4. Kepala Badan Keuangan Daerah
Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo.




